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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Perlindungan hukum Waduk Gajah Mungkur dari pencemaran akibat
budidaya ikan di Kabupaten Wonogiri belum diatur secara khusus,
namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara
umum terkait waduk, lingkungan hidup, dan perikanan. Namun
dalam implementasinya, budidaya ikan yang dilakukan di Waduk
Gajah  Mungkur menggunakan sistem keramba jaring apung
menyebabkan terjadinya pencemaran air. Budidaya ikan bukanlah
faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya pencemaran air di
Waduk Gajah Mungkur melainkan dari limbah rumah tangga, limbah
yang dihasilkan dari pariwisata, dan limbah home industry yang
menyebabkan pencemaran air meningkat. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonogiri, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Perikanan, dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya untuk
menanggulangi pencemaran ini, seperti sosialisasi mengenai metode

budidaya ikan yang lebih ramah lingkungan, dan pengawasan.
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2. Kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap Waduk
Gajah Mungkur dari pencemaran akibat budidaya ikan di Kabupaten
Wonogiri berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dialami dalam
perlindungan hukum terhadap Waduk Gajah Mungkur dari
pencemaran air tidak hanya dilihat dari sisi budidaya ikan yang sering
dianggap sebagai sumber pencemar dibandingkan dengan sumber
pencemar yang lain, dikarenakan waduk bersifat terbuka sehingga
semua orang dapat masuk ke dalam area waduk serta banyaknya
aliran air yang menuju ke waduk, dan pemanfaatan tepian waduk
(area pasang surut) sebagai area pertanian maka dapat juga menjadi
salah satu sumber pencemaran air. Maka perlindungan hukum harus

dilihat dari segala aspek terkait sumber pencemaran, terduga pelaku

penyebab pencemaran, dan proses mitigasi. Diperlukannya peraturan
terkait perlindungan pembudidaya ikan di perairan umum dan
pengelolaan perikanan di Waduk Gajah Mungkur dan secara umum
tentang pengelolaan Waduk Gajah Mungkur menyeluruh dari
berbagai aspek. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang lebih
tegas dalam mengelola kegiatan budidaya ikan di Waduk Gajah
Mungkur, serta dibutuhkannya koordinasi yang lebih erat antara
pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha perikanan. Dengan
demikian, diharapkan keseimbangan ekosistem Waduk Gajah
Mungkur dapat tetap terjaga, sekaligus mendukung keberlanjutan

sektor perikanan dan pemanfaatan sumber daya air bagi masyarakat.
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Solusi yang dapat diambil adalah diperlukannya peraturan mengenai
pembudidayaan ikan yang berisi mengenai perlindungan
pembudidayaan ikan di Waduk Gajah Mungkur, pengelolaan Waduk
Gajah Mungkur secara menyeluruh dari berbagai aspek, dan evaluasi
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011-2031. Serta peningkatan upaya promotif dan preventif
dalam sosialisasi peraturan terkait budidaya di perairan umum

Waduk Gajah Mungkur.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri hendaknya lebih giat dalam
melakukan Perlindungan hukum Waduk Gajah Mungkur dari
pencemaran akibat budidaya ikan di Kabupaten \Wonogiri dengan
memberikan sosialisasi mengenai metode budidaya ikan yang lebih
ramah lingkungan, dan pengawasan yang lebih baik.

2. Diperlukannya peraturan terkait perlindungan pembudidaya ikan di
perairan umum dan pengelolaan perikanan di Waduk Gajah Mungkur
dan secara umum tentang pengelolaan Waduk Gajah Mungkur
menyeluruh dari berbagai aspek, serta dibutuhkannya koordinasi
yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha

perikan
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(Foto Wawancara Masyarakat yang bertempat tinggal sekitar Waduk

Gajah Mungkur)




